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ABSTRAKSI 

 

Nama  : Pujo Wahyu Saputro  

NIM  : 202110110311287 

Judul  : STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN PERAMPASAN 

 ASET TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN DUE 

 PROCESS OF LAW ANTARA INDONESIA DENGAN 

 NEGARA AMERIKA SERIKAT   

Pembimbing : Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.  

  Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.  

Korupsi sebagai tindak pidana yang peristiwanya masih sangat tinggi di 

Indonesia telah mengakibatkan negara banyak mengalami kerugian yang bersifat 

anggaran dan bersifat waktu. Salah satu upaya pemerintah dalam memberantas 

korupsi tersebut yaitu dengan cara Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. 

Adapun fokus yang diteliti dalam peneliti ini yaitu tentang Studi Perbandingan 

Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Due Process of 

Law Antara Indonesia Dengan Negara Amerika Serikat. Permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana problematika pengaturan 

perampasan aset berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi? 2) Bagaimana perbandingan pengaturan perampasan aset 

antara Indonesia dengan Amerika Serikat? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan mengkaji mengenai problematika pengaturan perampasan aset 

tindak pidana korupsi yang terdapat dalam aturan positif Indonesia beserta 

perbandingannya dengan Negara Amerika Serikat. Dalam penelitian ini ditemukan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara Indonesia dengan Amerika. 

Bahwa Indonesia masih menempatkan perampasan aset sebagai pidana tambahan 

yang bersifat fakultatif sedangkan Amerika sudah menerapkan sepenuhnya konsep 

pengaturan perampasan aset berdasarkan UNCAC. Selain itu terdapat kelebihan 

dan kekurangan pada masing-masing pengaturan tersebut. Adapun metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa yuridis normatif yang mana 

penelitian yang dilakukan dengan cara menemukan fakta hukum yang berdasarkan 

norma hukum yang ada. Adapun kesimpulan dan saran dalam penelitian ini yaitu 

perampasan aset di Indonesia adalah pidana tambahan yang bersifat fakultatif. 

Sedangkan di Amerika sudah menerapkan Non Conviction Based, yang mana 

penegakan hukumnya lebih terfokus kepada proses pengembalian asetnya 

dibanding dengan pemidanaannya. Sehingga pemerintah dan lembaga legislatif 

harus mengubah peraturan perampasan aset agar terharmonisasi dengan UNCAC. 

Serta pemerintah harus membentuk peraturan pelaksana atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan UNCAC agar dapat diterapkan secara 

efektif dan komprehensif. 

Kata Kunci: Perampasan Aset, Tindak Pidana Korupsi, Due Process of Law 
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ABSTRACT 

 

Name  : Pujo Wahyu Saputro  

NIM  : 202110110311287 

Title  : STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN PERAMPASAN 

 ASET TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN DUE 

 PROCESS OF LAW ANTARA INDONESIA DENGAN 

 NEGARA AMERIKA SERIKAT   

Advisor : Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.  

  Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.  

 Corruption as a crime that is still very high in Indonesia has caused the 

country to experience many losses in terms of budget and time. One of the 

government's efforts to eradicate corruption is by means of Confiscation of Asets 

Proceedings of Corruption. The focus of this research is on the Comparative Study 

of the Regulation of Confiscation of Corruption Asets Based on Due Process of Law 

Between Indonesia and the United States. The problems discussed in this study are 

1) How are the problems of regulating aset confiscation based on Law Number 20 

of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the 

Eradication of Corruption? 2) How is the comparison of aset confiscation 

regulations between Indonesia and the United States? The purpose of this study is 

to determine and examine the problems of regulating the confiscation of corruption 

asets contained in positive regulations in Indonesia and their comparison with the 

United States. In this study, it was found that there were significant differences 

between Indonesia and America. That Indonesia still places aset confiscation as an 

additional optional criminal offense, while America has fully implemented the 

concept of aset confiscation regulations based on UNCAC. In addition, there are 

advantages and disadvantages to each of these regulations. The research method 

used in this study is normative juridical, where research is conducted by finding 

legal facts based on existing legal norms. The conclusions and suggestions in this 

study are that aset confiscation in Indonesia is an additional optional criminal 

offense. While America has implemented Non Conviction Based, where law 

enforcement is more focused on the process of returning asets than on 

criminalization. So the government and legislative institutions must change the aset 

confiscation regulations to be harmonized with UNCAC. And the government must 

form implementing regulations for Law Number 7 of 2006 concerning the 

Ratification of UNCAC so that it can be implemented effectively and 

comprehensively. 

Keywords: Aset Forfeiture, Corruption, Due Process of Law  
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ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA AMERIKA SERIKAT”. 
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untuk kehidupan bagi umat muslim karena berkat iktiharnya hingga kini penulis 
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